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[-_l Pembetulan Ke l-l pembatatan

MASA PEROLEHAN PENGHASILANEtI EE
TAHUN PEBOLEHAN PENGHASILANrrrr

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP . 60130542842100A A.5 NAMA JABATAN i Operator Sistem lnformasi Adminislrasi Kependudukan
A.2 NIP/ NRP 199004162025211022 (S|AK) penyetia

A 3 NAMA ' oPl LESMANA A.6 JENts KELAMTN [[l mrr - mrr [-_l pERErrlpunrl
L-J T-.J

4.7 NtK : 32'17011210900006
A,4 PANGKAT/ : V/V A.8 STATUSIJUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

GOLONGAN rK/ 01

B. RINGIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)

KODE OBJEK PAJAK: X 21 -1 00-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO

I GAJI POKOK I PENSIUN 20.092.000

2 TUNJANGAN ISTRI 2.009.200

J, TUNJANGAN ANAK 441.840

4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 0

TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 0

6. TUNJANGAN BERAS 1.738.080

7. TUNJANGAN KHUSUS 248

8. TUNJANGAN LAIN - LAIN 0

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S,D, 8 ) 24.241.368

PENGURANG ::
^

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 1.212.068

11 IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT 0

12. ZAKATISUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA 0

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D, 12) 1.212.068

.),m
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14 JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9.13 )

lc PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK 0

lo JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN ) 23.029.300

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 63.000.000

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHU N/DISETAHU NKAN (1 6-1 7) 0

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 0

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI
KtrP IA VANN NItrIT/IRAYAP 

':A 
II PrrI{']I{

0

21. PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

0

aa PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT Dt KREDTTKAN PADA SPT TAH U NAN (1 9-20-21 ) 0

23 PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LIINASI PADA SETAIN MASA PA.IAK TERAKHIR 0

23a. PPh PASAL 2,I DI POTONG 0

23b- PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 0

24 PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 0

24a. PPh PASAL2l DIPOTONG 0

24h PPh PASAL 21 DITANGGIJNG PEMERINTAH {DTP) 0

c. PEGAWAT TERSEBUT c 011-l DTPTNDAHKAN c.02 l-l PTNDAHAN c.03 l*l BARU c.04 n PENSTUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP lnstansi Pemerintah

D.2 Nama lnstansi Pemerintah

D 3 lD Sub Unit Organisasi

D 4 Tanggal

D 5 NA[4A PENANDATANGAN

D.6 Pernyataan Walib Pajak

,FTrl|o-|_1-lErrT4TrlEl FTrTrl r0-l-0 rq I
: BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU

:_
TUMBUHAN KARAWANG - JABAR (03)

,1.-lrl [_f Ir-To ], Ttl
: TETI SRI MULYATI

: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah $aya isi dengan benar dan telah saya
tandatangani secara elektronik

Sesuai dengan keteniuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangarii secara
elektronik sehingga tidAk diperluk:rn tanda tangan basah
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r $PT T*hunan FPh WeJib
Paiak Ora6g Pribadi

: ?S25 '

l Janueri- Sesember ?S25

: Normal

: Fortal ttreJib Faiak

; t3 F*bru*ri 20?fi

ffi*kunr*n ir* diterbitkgil $*e*rff *le$r**$k *i*ll
*qr*tnx FJF dan xeh sehrgai Suktt Fe*erlm*sn

Elektronrk. Tidak rnemerlukan tanda tanEan basah

t

!i.Cii) i

i,'

t


